







Dalam penelitian mengenai Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku 
Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
penulis lakukan di Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman, diperoleh 
kesimpulan bahwa tindakan yang diambil oleh Kepolisian DIY terhadap 
pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor adalah meliputi tindakan 
sebagai berikut: 
1. Tindakan Preventif, yaitu: 
a) Polisi Lalu Lintas (Polantas) bekerjasama dengan Dinas Perhubungan 
membuat ciri-ciri khusus seperti hologram, gambar-gambar 
tersembunyi, atau jenis kertas pada STNK maupun BPKB. 
b) Razia atau sweeping lalu lintas oleh Polantas yang bertujuan untuk 
memeriksa surat-surat kelengkapan bermotor. 
c) Kepolisian DIY melalui Babinkamtibmas memberikan himbauan atau 
menganjurkan kepada masyarakat atau pembeli kendaraan 
bermotor/mobil bekas untuk lebih hati-hati dalam membeli, dengan 





d) Menghimbau kepada para pengusaha rental mobil/motor untuk 
mengenali dengan jelas dan benar identitas para penyewa serta bila 
perlu dipasang GPS pada tiap-tiap kendaraan usaha. 
2. Tindakan represif, yaitu: 
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Yogyakarta maupun 
Polres Sleman biasanya melakukan penyelidikan ke komunitas-komunitas 
jual beli kendaraan bodong (kendaran-kendaraan yang tidak memiliki 
surat-surat kelengkapan). Penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim 
Polresta Yogyakarta ini dilakukan bisa dengan cara penyamaran 
(undercover), pembuntutan, interogasi, pelacakan (tracking), penyadapan 
(tapping). Setelah diperoleh bukti awal selanjutnya dilakukan tindakan 
penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti guna menetapkan 
tersangka untuk selanjutnya diproses secara hukum ke tahap selanjutnya 
yaitu ke pengadilan. 
 
B. Saran 
Melihat upaya-upaya yang telah dilakukan Kepolisian Daerah 
Istimewa Yogyakarta selama penulis melakukan penelitian, penulis 
menyarankan bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah 
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Sehingga penulis hanya menyarankan agar kinerja 




dan apabila diperlukan, untuk tindakan pencegahan sebaiknya dilakukan 
koordinasi atau kerjasama dengan pihak/instansi terkait agar angka 
pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisisan 
Daerah Yogyakarta dapat dikurangi atau diminamilisir. 
  
  
  
